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Yth.

Camat Mungkajang

Di -

Palopo

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan
Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi,
Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12. Surat Edaran Nomor 16 tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran
dan Potensi sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
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B. Berdasarkan hal tersebut dan untuk mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis pada
tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kota Palopo meminta kepada Bapak
Camat agar menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di ruang lingkup Kecamatan
Mungkajang untuk memperhatikan dan menaati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang
Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 6 Nilai-nilai Dasar yang
harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: huruf e. ketaatan terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan; dan huruf h. profesionalisme, netralitas, dan
bermoral tinggi.

2. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara pasal 2 huruf (f) jo pasal 9 ayat (2). Yang dimaksud dengan “asas netralitas”
adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun
dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan Pegawai ASN harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 283:

1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta
aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye.

2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan,
seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

4. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 255 Paragraf 9 Pemberhentian karena Menjadi
Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik:

1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri
secara tertulis.

3) PNS mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang
bersangkutan.

4) PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai PNS.

5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai

akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.
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5. Bahwa setidaknya ada 7 (tujuh) larangan bagi ASN dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 5 huruf (n)
“‘memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil jabatan; Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
cara:

1) ikut kampanye;

2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

5) membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat

Keterangan Tanda Penduduk.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.
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